LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.200, 2015 PERTAHANAN. Pertahanan Negara. 2015-2019
Kebijakan Umum.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pertahanan negara merupakan salah satu
fungsi pemerintahan negara yang dilaksanakan
melalui Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, yang
bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari
segala bentuk ancaman;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara, Presiden menetapkan Kebijakan
Umum Pertahanan Negara yang menjadi acuan bagi
perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan
Sistem Pertahanan Negara yang selaras dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan
Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019;
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Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN UMUM
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Kebijakan Umum
Pertahanan Negara dalam rangka pengelolaan Sistem Pertahanan
Negara.

(2) Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan
pengawasan Sistem Pertahanan Negara.

Pasal 2

Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini ditetapkan sebagai dasar bagi
Menteri  Pertahanan  dalam  menetapkan  kebijakan  mengenai
penyelenggaraan pertahanan negara dan bagi pimpinan kementerian/
lembaga dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
wewenang masing-masing terkait bidang pertahanan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan
perundangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum
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Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2015
TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN
NEGARA TAHUN 2015-2019

KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019
1. Umum

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan
bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada
kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan
pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara disusun berdasarkan
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum,
lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional,
dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara
damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai
negara kepulauan dan negara maritim. Melalui prinsip dasar tersebut,
pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan
melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam
mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan
guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan yang
tangguh dalam menghadapi ancaman.

Usaha pertahanan negara mempertimbangkan dinamika
perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional.
Konstelasi geografi Indonesia yang berada pada persilangan dua
benua dan dua samudra menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur
komunikasi dan jalur transportasi laut bagi dunia internasional yang
sangat strategis, serta juga sebagai pelintasan kepentingan nasional
berbagai negara di dunia.

Kondisi ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman
yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman
militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida yang dapat
dikategorikan dalam wujud ancaman nyata dan belum nyata. Wujud
ancaman tersebut di antaranya terorisme, bencana alam,
perompakan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan,
wabah penyakit, siber, spionase, narkotika, dan konflik terbuka atau
perang konvensional.
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Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu
fungsi pemerintahan. Oleh karenanya, Presiden selaku penyelenggara
fungsi pemerintahan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan
Negara sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan
pengawasan sistem pertahanan negara. Kebijakan umum ini meliputi
segala upaya untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan
secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 disusun
dengan memedomani kebijakan pemerintah dan negara, khususnya
bidang pertahanan, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Kementerian Pertahanan dan kementerian/lembaga lainnya sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya terkait pertahanan negara dengan
melibatkan Pemerintah Daerah serta unsur-unsur lain dari kekuatan
bangsa.

Landasan Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
mengacu pada landasan yuridis dan konseptual sebagai berikut:

a. Landasan Yuridis.
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a) Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 “Setiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”;

b) Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara”; dan

c) Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 “Usaha pertahanan dan keamanan
negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai
kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan
pendukung”.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan
Negara

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan
melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa
dari segala bentuk ancaman dengan mendayagunakan sumber
daya nasional dan sarana prasarana nasional. Upaya
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